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PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAYANAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR 

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR 

ABSTRAK 

OLEH: 

MAYARNI 

NIM: 12070520667 

Penelitian dilaksanakan Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Tujuan 

penelitian mengetahui penerapan standar operasional (SOP) pelayanan 

pembatalan haji reguler pada kementrian agama kab kampar, dan untuk 

mengetahui kendala atau faktor penghambat dari penerapan (SOP) pelayanan 

pembatalan haji reguler pada kementrian agama kab kampar. Jenis penelitian 

dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Data didapat 

penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 

dilapangan dan kemudian di analisa dengan indikator efisiensi, konsistensi, 

minimalisasi kesalahan, dan penyelesaian masalah dapat disimpulkan bahwa 

belum cukup. pertama waktu pengembalian setoran awal BPIH tidak sesuai 

dengan yang tertera di dalam SOP pembatalan. Yang kedua, masih banyak 

jamaah melakukan pembatalan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

contohnya karna masa tunggu keberangkatan haji yang lama. Dan terdapat 

kendala yang mempengaruhi penerapan SOP pembatalan haji yaitu kurangnya 

kesadaran jamaah dalam melengkapi berkas persyaratan pembatalan sehingga 

berkas jamaah tersebut tidak bisa langsung diverifikasi oleh pihak petugas. 
 

Kata Kunci: SOP, Pelayanan, Pembatalan haji 
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REGULAR HAJJ CANCELLATION SERVICES AT THE KAMPAR DISTRICT 

MINISTRY OF RELIGION OFFICE 

ABSTRACK 

By: 

MAYARNI 

NIM: 12070520667 

 

The research was carried out by the Ministry of Religion of Kampar Regency. The aim of 

the research is to determine the implementation of operational standards (SOP) for 

regular Hajj cancellation services at the Ministry of Religion in Kampar Regency, and to 

find out the obstacles or factors prohibiting the implementation (SOP) of regular Hajj 

Cancellation services at the Ministry of Religion for Kampar Regency. The type of 

research used is qualitative research with a descriptive approach. Data was obtained 

from interview research, observation and documentation. Based on the results of research 

in the field and then analyzed using indicators of efficiency, consistency, error 

minimization and problem solving, it can be concluded that this is not enough. Firstly, the 

initial BPIH deposit time does not match what is stated in the Cancellation SOP. Second, 

there are still many pilgrims who cancel outside the conditions that have been set, for 

example because the waiting period for the Hajj departure is long. And there is an 

obstacle that affects the implementation of the Hajj Restriction SOP, namely the lack of 

awareness of the congregation in completing the Restriction requirements file so that the 

pilgrim's file cannot be carried out directly by the officers. 

 

Keywords: SOP, Services, Hajj Cancellation 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ibadah haji dalam Ja’far Yusuf (2018) yaitu salah satu ibadah wajib di 

islam adalah rukun islam haji yang ke 5. dimana haji ini berarti berkunjung 

ke baitullah beribadah ke allah SWT syarat/rukun tertentu, pada waktu yang 

tertentu. Ibadah haji ialah perjalanan spritual diarahkan allah SWT, kewajiban 

ini difokuskan kepada umat islam sehat secara fisik dan mental. Sejak zaman 

dahulu, masyarakat Indonesia yang menunaikan ibadah haji tidak berangkat 

sendirian dan tidak berangkat cuman keluarga /dengan kelompok. 

Keberangkatannya dilakukan secara bersamaan yakni kelompok besar..  

Keberangkatan penduduk Indonesia yang menunaikan ibadah haji karena 

secara massal maka akan melibatkan banyak pihak, melibatkan beberapa 

instansi, beberapa lembaga pemerintahan maupun swasta untuk mengurusi 

penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Oleh karna itu, penyelenggaraan 

ibadah haji di Indonesia perlu adanya pedoman yang baku. Dengan adanya 

pedoman yang baku maka pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 

ibadah haji akan membentuk sebuah system guna mensukseskan pelaksanaan 

ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji rutin diselenggarakan setiap 

tahunnya. Meskipun kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi setiap 

muslim hanya satu kali, namun untuk mengurusi penyelenggaraan ibadah haji 

adalah setiap tahun, mengingat kuota haji yang dibatasi setiap tahunnya 

memunculkan antrian haji dari tahun ke tahun. Proses pembatalan haji 
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tersebut tidak bisa dilakukan secara instan dan sembarangan oleh jamaah haji. 

Ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari mendatangi 

kementrian Agama Kab/Kota setempat, kemudian Kementrian Agama 

Kab/Kota melakukan pengecekan berkas serta input data ke Sistem Informasi 

dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) lalu diteruskan ke Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi, yang kemudian diajukan ke pusat yaitu 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen PHU lalu 

mengajukan ke Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS 

Bipih), dan BPS Bipih ini melakukan pengembalian dana ke rekening jamaah 

yang bersangkutan. (Ighfir, 2018). 

Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar tepatnya pada 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki beberapa pelayanan diantaranya; 

Pertama, Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler. Kedua, Pelayanan  Pembatalan 

Haji Reguler. Ketiga, Pelayanan Peralihan Porsi atau Pelimpahan Porsi Calon 

Jamaah Haji dan yang terakhir ada Pelayanan Pembuatan Paspor untuk Calon 

Jamaah Haji dalam hal ini Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar 

bekerja sama dengan Kantor imigrasi. Peneliti memilih lokasi penelitian di 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar, standar operasional prosedur 

(SOP) yang diterapkan semuanya berasal dari Kementrian Agama RI, 

sehingga kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar SOP dan 

penerapannya bisa mewakili untuk keperluan penelitian. Berikut data 

pembatalan haji Reguler tahun 2019-2023: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pembatalan Haji Reguler dari Tahun 2019-2023 

Pembatalan 

Haji Reguler 

(2019-2023) 

TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

128 

Calon 

Jamaah 

48 Calon 

Jamaah  

77 Calon 

Jamaah  

113 

Calon 

Jamaah 

163 

Calon 

Jamaah 

       Sumber: Penyelenggaraan Haji/Umrah Kemenag Kab Kampar  

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan angka 

pembatalan haji reguler pertahunnya. Tabel diatas menjelaskan tentang data 

jamaah yang melakukan Pembatalan Haji Reguler dari tahun 2019 sampai 

2023 dimana dari data tersebut bisa disimpulkan bahwasanya Pembatalan 

Haji Reguler dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang mana 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karna mengalami sakit yang 

menyebabkan calon jamaah haji yang dirasa tidak bisa melaksanakan ibadah 

hajinya.  

Mengingat pula bahwa telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2008, bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini menjadi 

kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Prosedur pembatalan ibadah haji 

telah ditetapkan oleh Kementrian Agama RI pada bagian Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Haji Umrah. Dirjen PHU telah mengeluarkan aturan terbaru 

dalam keputusan Nomor 241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional 

Prosedur Pembatalan Jamaah Haji Reguler. Standar Operasional Prosedur 

adalah suatu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang akan dijalankan 

secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi mendapatkan 

hasil kerja yang efektif dan efisien. Standar Operasional Prosedur harus 
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dimiliki dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan sebagai 

panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian yang ada.  

Dalam penyelenggaraannya Berikut SOP pembatalan haji sesuai 

Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 241 

Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran 

Jemaah Haji Reguler 

a) Jemaah Haji atau Ahli Waris datang langsung ke Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota atau Kantor layanan Keliling. 

b) Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan 

verifikasi dan validasi terhadap seluruh persyaratan Pembatalan 

Pendaftaran Jemaah Haji serta melakukan pengambilan foto Jemaah Haji 

atau Ahli Waris yang mengajukan melalui aplikasi Siskohat. 

c) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan pembatalan, berkas 

dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 

d) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, petugas pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota melacakan input data dan unggah 

semua berkas persyaratan pembatalan melalui aplikasi Siskohat. 

e) Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji yang diinput oleh petugas pada 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

f) Petugas pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri melakukan 

pemeriksaan berkas pembatalan serta input data pembatalan melalui 

aplikasi Siskohat. 
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g) Petugas pada Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler 

membuat jurnal Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji. 

h) Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal 

membuat surat pengajuan pengembalian saldo setoran Bipih batal dengan 

dilampiri jurnal Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji kepada Kepala 

Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji 

i) BPS Bipih setelah meminta surat perintah membayar (SPM) dari BPKH 

Segera melakukan transfer dana saldo setoran Bipih kepada rek pemohon 

dan melakukan input status pengembalian saldo pada aplikasi siskohat 

j) Siskohat mengirimkan informasi kepada jemaah haji yang bersangkutan 

atau ahli waris melalui pesan singkat/email. 

Selanjutnya pembatalan haji reguler harus memiliki alasan yang sesuai 

dengan SOP pembatalan haji reguler di Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar. Berikut alasan Pembatalan Haji Reguler menurut  (PMA NO 13 

Tahun 2021):  

a) Meninggal dunia dan ahli waris tidak menggunakan bagiannya.  

b) Membatalkan pendaftarannya (membatalkan diri).  

c) Dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang salah (dibatalkan secara 

sistem).  

Namun berbeda dengan hasil observasi awal peneliti menemukan 

beberapa alasan jamaah yang melakukan pembatalan haji seperti, Karna 

waktu tunggu keberangkatan yang terlalu lama, Kebanyakan jamaah 

membatalkan pendaftaran pembatalan haji reguler disebabkan oleh alasan 
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pribadi, dan berpindah melaksanakan ibadah umrah serta Jamaah 

membatalkan pendaftaran pembatalan haji reguler dikarenakan biaya 

Selanjutnya pada kenyatannya waktu penyelesaian pembatalan haji 

reguler tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ada 

beberapa penyimpangan yang ada dalam pelaksanaan pembatalan haji reguler 

di Kementrian Agama Kabupaten Kampar.  

a) Pembatalan Haji dimana waktu penyelesaian pengembalian setoran awal 

jamaah terhitung 8 (delapan) hari kerja, sedangkan yang terjadi 

pengembalian setoran awal jamaah haji itu bisa mencapai 14 (empat 

belas) hari kerja.  

b) Dalam masa menunggu yang terlalu lama banyak jamaah haji yang 

melakukan pembatalan diluar ketentuan yang telah ditetapkan. 

c) Masih banyak jamaah haji yang belum mengetahui dengan menyeluruh 

bagaimana prosedur pembatalan haji, sehingga berkas persyaratan 

pembatalan yang diberikan pada petugas belum sempurna untuk diproses 

dan mengakibatkan petugas kewalahan dan memerlukan waktu yang 

lebih lama dalam proses pembatalan. Terlebih lagi untuk jamaah yang 

lanjut usia seringkali membawa berkas persyaratan yang belum lengkap 

karna dirinya merasakan kebingungan serta kekurangan informasi. 

d) Banyaknya pembatalan haji reguler dengan alasan di luar SOP 

Pembatalan sehingga hal ini dapat dikatakan berjalan di luar SOP 

tersebut. 
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Berdasarkan pengamatan penulis pada Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar, penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi diantaranya 

berkas pembatalan haji jamaah tidak diperiksa oleh pegawai pada saat 

melakukan pembatalan dihari tersebut, sehingga nantinya jamaah kembali ke 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melengkapi persyaratan 

yang kurang.  

Tujuan penelitian ini dengan tingginya angka pembatalan haji reguler 

dari tahun 2019 sampai 2023 disebabkan karna banyaknya jamaah yang 

melakukan pembatalan diluar ketentuan yang telah ditentukan. Oleh sebab 

itu, penulis ingin mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pembatalan Haji Reguler agar nantinya bisa mendapatkan sebuah informasi 

mengenai pelayanan pembatalan haji yang ditujukan kepada jamaah haji dan 

mampu mengetahui sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pembatalan Haji bisa diterapkan dengan baik.  Menurut uraian yang penulis 

paparkan, peneliti tertarik melaksanakan sebuah penelitian berjudul 

“Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan SOP pelayanan pembatalan haji reguler pada 

kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar? 

2. Apa saja kendala atau faktor penghambat penerapan SOP pelayanan 

pembatalan haji reguler pada kantor Kementrian Agama kab Kampar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penerapan SOP pelayanan pembatalan haji reguler  

Kementrian Agama Kabupaten Kampar. 

2. Mengetahui kendala atau faktor penghambat apa saja pada penerapan 

SOP pelayanan pembatalan haji reguler Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian 

yaitu kegunaan berbentuk akademis dan kegunaan berbentuk praktis. 

1. Akademis: Berdasarkan temuan penelitian dan pengumpulan data 

kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian ini, yang memiliki 

beberapa kegunaan diantaranya:  

1) Bagi Penulis: Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman mahasiswa  dengan menerapkan pengetahuan dan teori 

yang telah diperoleh selama penelitian dan membandingkan dengan 

fakta dan kondisi nyata yang terjadi dilapangan dan pelajari lebih 

lanjut tentang lingkungan kerja bagi orang awam pada bagian haji dan 

umrah dikantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar.  

2) Bagi Pihak Lain: Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber 

pengetahuan dan referensi informasi mengenai kenyamanan, 

keamanan dan kepercayaan terhadap Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dalam Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Kampar.  



9  

2. Praktis 

1) Bagi Penulis: Hasil penelitian ini secara akademis sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi memperoleh gelar Sarjana Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdapat latar belakang, perumusan, tujuan, manfaat, sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Terdapat teori, referensi buku, publikasi jurnal berkaitan masalah diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berfungsi mendeskripsikan penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, 

teknik pengelompokkan., teknik analisis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Berisi gambaran umum penelitian seperti sejarah, profil, visi dan misi 

Kementerian Agama Kab Kampar. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab berisi hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan penelitian, 

pembahasan dikerjakan penulis. 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Terdapat kesimpulan yang diambil hasil penelitian,saran dibutuhkan untuk 

pembahasan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Konsep Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

2.1.1 Defenisi Penerapan 

Berdasarkan (KBBI) implementasi yaitu kegiatan menereapkan, atau 

bisa dikatakan sebagai mempraktikkan teori, metode, hal menuju tujuan guna 

mencapai manfaat dibutuhkan. sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan 

[Usman, 2002], implementasi penerapan merupakan bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme dan sistem yang bukan sekedar 

aktivitas tetapi suatu kegiatan yang sudah terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan tersebut. Selanjutnya [Setiawan, 2004], implementasi 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan 

dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana 

birokrasi yag efektif. 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerapan 

merupakan yang berlandaskan pada aktivitas, aksi, dan tindakan tetapi bukan 

hanya sekedar aktivitas melainkan sebuah perbuatan yang sudah terencana 

sebelumnya untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. 

2.1.2 Defenisi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Susanto dalam Fajar Nur’aini (2020)  memaparkan bahwa SOP terdiri 

dari tiga kata yang bisa mewakili defenisi dari SOP itu sendiri, yaitu: 

Standard, Operating, dan Procedure. Standard diartikan sebagai salah satu 
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acuan pokok yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua anggota organisasi, 

standard memiliki sifat mengikat dan membatasi. Operating adalah aktivitas 

aplikatif yang merupakan kegiatan dalam berorganisasi, baik yang bersifat 

rutinitas maupun non-rutin. Procedure yaitu langkah atau tahapan yang 

berhubungan dengan aktivitas kerja, biasanya dapat gambar ataupun deskripsi 

tulisan. SOP menurut Fajar Nur’aini (2020) juga dapat diartikan sebagai 

panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus 

dilaksanakan. SOP dibuat dengan menuliskan target-target atau hasil kerja 

apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing posisi. Sedangkan menurut 

Budiharjo, SOP yaitu perangkat lunak pengatur, yang mengatur prosedur 

kerja tertentu. Prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, tidak 

berubah-ubah, dan dibakukan menjadi dokumen tertulis.  

Dari penjabaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa SOP 

merupakan salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang 

berhubungan dengan aktivitas kerja dalam sebuah perusahaan. SOP ini 

bersifat mengikat dan membatasi bagaimana karyawan bekerja. Dari 

penjelasan tersebut, SOP juga dapat berupa gambar maupun rangkaian tulisan 

atau deskripsi yang menjelaskan tahapan atau langkah seorang karyawan 

dalam menjalankan tugasnya.  
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2.1.3 Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

SOP merupakan suatu langkah kerja standar untuk mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Standar berarti pedoman kerja yang dibakukan. Maksudnya, 

suatu pedoman tentang cara kerja yang baik dan dijadikan sebagai pola 

standar bagi pelaksanaan kerja. SOP memiliki banyak manfaat untuk 

keberlangsungan suatu organisasi. adapun manfaatnya sebagai berikut: 

a) Memberi informasi: SOP memberikan informasi mengenai kualifikasi 

kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya, memberikan informasi mengenai beban tugas, dan membantu 

memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar 

pelayanan.  

b) Instrumen pelindung pegawai: SOP sebagai instrumen yang dapat 

melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan 

melakukan penyimpangan. SOP juga dapat membantu penelusuran 

terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.  

c) Patokan kerja terbaik: Dengan menggunakan SOP maka organisasi atau 

perusahaan dapat melakukan standardisasi cara kerja dari hasil praktik 

yang terbaik. SOP dapat dijadikan panduan standar cara kerja untuk 

mendapatkan hasil kinerja yang diharapkan. SOP sebagai pegangan 

untuk evaluasi kinerja bagi manajemen.  

d) Pedoman pegawai: Seorang pegawai bisa memahami apa yang sebaiknya 

dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. SOP dapat mempercepat 

pegawai dalam belajar memahami standar cara kerja yang ditetapkan. 
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Dengan ketentuan standar yang jelas maka SOP mampu melindungi 

pegawai dari tindakan yang kurang tepat, dimana hasil yang diharapkan 

tidak dapat dicapai. SOP bisa menciptakan sebuah kedamaian kerja dan 

hubungan yang baik antara atasan dan bawahan.  

e) Pedoman menilai pegawai: SOP dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam menilai kinerja pegawai. Apabila hasil yang diharapkan tidak 

tercapai maka pihak manajemen perlu melakukan evaluasi kinerja. 

Melalui SOP, manajemen mendapatkan umpan balik atas kinerja 

pegawai. Dan, paham tentang langkah ynag perlu dilakukannya.  

f) Pedoman bahan ajar: SOP dapat dijadikan bahan pelatihan bagi pegawai 

baru. Dengan adanya SOP maka diharapkan pelatihan menjadi lebih 

cepat, tepat, dan efisien. Kepatuhan karyawan terhadap SOP mampu 

mengurangi tingkat kesalahan yang sama. Pembuatan SOP yang tepat 

dengan melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu dan melakukan 

standardisasi dari praktik terbaik, mampu meningkatkan produktivitas 

dari 9% sampai 12%.  

g) Sarana penelusuran ketidaksesuaian:SOP dapat mempermudah 

manajemen dalam melakukan penelusuran atas ketidaksesuaian yang 

terjadi. SOP mampu memilah tanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan 

dan mengidentifikasi tentang apa yang tidak dilakukan, dimana 

penyimpangan itu terjadi dan apa yang menjadi penyebab masalah atau 

ketidaksesuaian itu terjadi. Manajemen dapat berpegang pada SOP dalam 

melakukan identifikasi atas ketidaksesuaian.  
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h) Memastikan pelaksanaan tugas: SOP mampu memastikan pelaksanaan 

tugas penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dalam berbagai situasi.  

i) Menjamin konsistensi pelayanan: SOP dapat menjamin konsistensi 

pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, maupun 

prosedur. (Rifka, 2017) 

2.1.4 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Tujuan SOP menurut Indra Mahardika (2020) dalam bukunya 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) SOP memberikan petunjuk, pedoman, dan arahan baik secara umum 

maupun khusus kepada sebuah lembaga, instansi, atau perusahaan 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

b) SOP bisa menciptakan semangat kerja yang tinggi dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang ada, sehingga hal ini dapaat 

menghasilkan kinerja yang baik. 

c) SOP bisa membantu pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui 

tugasnya dan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya.  

d) Adanya SOP bisa memperkecil terjadinya resiko buruk seperti 

kesalahan, kegagalan, dan kebangkrutan. 

Pada dasarnya tujuan SOP adalah untuk menjelaskan secara rinci 

mengenai aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh lembagaa, instansi, 

ataupun perusahaan. Tujuan adanya SOP juga bisa menciptakan arus kerja 

yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, memudahkan 
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pengawasan, serta menciptakan koordinasi yang baik antara bagian-bagian 

yang berlainan dalam sebuah lembaga, instansi, ataupun perusahaan. 

2.1.5 Penerapan dan Pelaksanaan SOP dalam Organisasi 

Penerapan SOP juga harus selalu dipantau dan diawasi, agar bisa 

didapati masukan dan saran yang merupakan bahan berharga untuk 

melakukan penilaian guna memperoleh standar kegiatan dipenuhi keperluan. 

Yang perlu diperhatikan dalam penerapan SOP secara umum adalah: 

a) Setiap pelaksana SOP pegawai hmengetahui SOP baru disiapkan 

diperbaharui, juga mengetahui alasan perubahannya. 

b) SOP harus didistribusikan kebutuhan dan tersedia seluruh pelaksana 

pegawai. 

c) Setiap pelaksana SOP pegawai mengetahui perannya lewat SOP. 

Pegawai dapat memakai pengetahuan dan keterampilan ini dimiliki 

untuk diterapkan secara efektif. 

d) Terdapat mekanisme jelas memantau kinerja dan mengidentifikasi 

permasalahan terjadi, dukungan proses penerapan SOP.. 

Penerapan SOP harus dilaksanakan oleh semua organisasi dan semua 

pihak yang berada dalam organisasi. Dengan dilaksanakannya SOP oleh 

semua pihak, akan mengetahui hal saja dibutuhkan. dipenuhi dalam 

organisasi, dapat dilihat juga kesesuaian kegiatannya terhadap SOP, serta 

dapat memudahkan satu sama lain dalam menerapkan SOP. (Nur’aini, 2020). 
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2.1.6 Indikator Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Hal-hal pokok yang pokok dalam Standar Operasional Prosedur, 

menurut Joko Dwi Santosa (2014) Standar Operasional Prosedur dari 7 

(tujuh) hal-hal pokok sebagai indikator bahwa SOP diterapkan dengan baik 

yaitu: 

a) Efisiensi : SOP bisa diukur berjalan dengan baik harus sudah efisiensi 

yang berkaitan dengan penghematan biaya dan waktu. Efisiensi berupa 

hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan atau aktifitas yang 

diharapkan akan menjadi lebih tepat dan tidak hanya cepat saja, 

melainkan sesuai dengan target yang diinginkan. 

b) Konsistensi : Diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa 

jauh kegiatan dilakukan dengan prinsip atau ketentuan yang telah 

ditentukan. SOP harus dibuat dan dilakukan dari waktu ke waktu dan 

oleh siapapun.  

c) Minimalisasi kesalahan: SOP menjadi panduan pasti atau prosedur kerja 

yang akan membimbing para pegawai dalam melaksanakan kegiatannya 

agar bekerja secara terarah dan sistematis. Agar SOP bisa menjauhkan 

segala macam kesalahan atau errors pada setiap proses kerja.  

d) Penyelesaian Masalah: SOP diharapkan menjadi salah satu instrumen 

dalam melakukan penyelesaian masalah baik permasalahan internal 

antar pegawai dalam bekerja. Maka dari itu dibutuhkan SOP yang baik 

mencakup hal-hal dalam penyelesaian masalah.  
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Menurut Tanjung dan Subagjo (2012), terdapat beberapa indikator 

dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), diantaranya yaitu: 

a) Kemudahan dan kejelasan, prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur 

bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan.  

b) Efisiensi dan efektivitas, prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan 

tugas. 

c) Keselarasan, prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan 

prosedur-prosedur standar lain yang terkait prosedur yang distandarkan 

mengandung standar kualitas dan mutu baku tertentu yang dapat diukur 

pencapaian keberhasilannya. 

d) Keterukuran, output dari prosedur-prosedur yang distandarkan 

mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur 

pencapaian keberhasilannya. 

e) Dinamis, prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan 

yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

f) Berorientasi kepada pengguna atau pihak yang dilayani, prosedur-

prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pihak 

yang dilayani sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. 

g) Kepatuhan hukum, prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. 
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h) Kepastian hukum, prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, 

dilaksanakan dan menjadi instrument untuk melindungi aparatur dari 

kemungkinan tuntutan hukum. 

2.1.7 Defenisi Pembatalan Haji 

Berdasarkan KBBI pembatalan bersumber kata batal artinya tidak 

berlaku atau tidak sah. Sehingga pembatalan merupakan perbuatan 

membatalkan Pembatalan haji Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah No 241 2021 adalah pencabutan nomor porsi jemaah haji 

yang tidak digunakan ahli waris dikarenakan jemaah haji telah terdaftar 

meninggal dunia, atau membatalkan pendaftarannya atau dibatalkan 

pendaftarannya secara sistem. Dan Permenag 13 2021 dijabarkan jemaah haji 

atau ahli waris menerima pengembalian saldo setoran Bipih apabila telah 

melakukan proses permohonan pengembalian saldo setoran Bipih atau yang 

disebut dengan pembatalan. 

Kesimpulannya, pembatalan haji merupakan langkah untuk menghapus 

nomor porsi jemaah haji, sehingga gugurlah antrian keberangkatan hajinya 

dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada estimasi keberangkatan yang 

telah ditetapkan. Selain itu, pembatalan haji ialah mengembalikan setoran 

lunas dari (Bipih) dibayarkan jemaah haji saat melakukan pendaftaran haji. 
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2.1.8 Sebab Pembatalan Haji 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebab pembatalan 

haji atau dinyatakan batal apabila: 

a) Meninggal dunia dan porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris: 

Proses pembatalan haji yang meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli 

waris apabila jemaah haji meninggal dunia antara waktu mendaftar 

sampai dengan sebelum masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi 

antara. 

b) Membatalkan pendaftarannya (membatalkan diri): Proses pembatalan 

haji ini dapat dilakukan oleh jamaah haji yang bersangkutan antara 

waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk asrama haji embarkasi 

atau embarkasi antara. 

c) Dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah (dibatalkan secara 

sistem): Proses pembatalan haji yang dibatalkan pendaftarannya dengan 

alasan sah disebabkan oleh: 

1) Menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak yang 

tidak sah untuk pendaftaran haji. 

2) Berpindah kewarganegaraan. 

3) Berpindah agama. 

4) Meninggal dan tidak memiliki ahli waris, atau 

5) Meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran 

haji. 
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2.1.9 Standar Operasional Prosedur Pembatalan Haji Reguler 

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 

241 Tahun 2021 tentang standar operasional prosedur pembatalan pendaftaran 

jamaah haji reguler meliputi sebagai berikut: 

1) Jamaah haji atau ahli waris datang langsung ke Kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Kampar. 

2) Pegawai pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar 

melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh persyaratan 

pembatalan pendaftaran haji jamaah serta melakukan pengambilan foto 

jamaah haji atau ahli waris yang mengajukan lewat aplikasi 

SISKOHAT. 

3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan pembatalan, berkas 

dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 

4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pegawai pada Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Kampar melakukan input data dan 

unggah semua berkas persyaratan pembatalan melalui aplikasi 

SISKOHAT. 

5) Pegawai pada direktorat pelayanan haji dalam negeri melakukan 

pemeriksaan berkas pembatalan melalkui aplikasi SISKOHAT. 

6) Petugas pada Sub Direktorat pelayanan haji dalam negeri reguler 

membuat jurnal pembatalan pendaftaran jamaah haji. 

7) Direktur pelayanan haji dalam negeri atas nama direktur jenderal 

membuat surat pengajuan pengembalian saldo setoran awal bipih batal 
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dengan dilampiri jurnal pembatalan pendaftaran jamaah haji kepada 

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. 

8) BPS bipih setelah menerima surat perintah membayar SPM dari BPKH 

segera melakukan transfer dana sesuai saldo setoran bipih kepada 

rekening pemohon dan melakukan input status pengembalian saldo 

setoran bipih pada aplikasi SISKOHAT. 

9) SISKOHAT mengirimkan informasi kepada jamaah haji uang 

bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat atau email. Dengan 

waktu penyelesaian pembatalan jamaah haji reguler adalah 8 (delapan) 

hari kerja.  

Prosedur secara garis besar berarti rangkaian tata kerja yang saling 

berhubungan sehingga menunjukkan adanya tahapan yang harus dikerjakan 

dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan atau sering disebut tahapan 

kerja. Adapun menurut Direktur Jenderak Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Nomor 241 Tahun 2021 prosedur tentang pembatalan pendaftaran haji reguler 

yaitu: 

1) Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan. 

2) Pegawai kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar melakukan 

verifikasi berkas pembatalan. 

3) Kepala seksi menandatangani rekomendasi pembatalan pendaftara haji 

reguler. 

4) Pegawai menginput berkas melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT). 
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5) Pegawai kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar menyampaikan 

tanda terima berkas. 

6) Selanjutnya, SISKOHAT mengirimkan informasi kepada jamaah haji 

yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat.  

2.2 Pandangan Islam Terhadap Pembatalan Haji 

Pandangan Islam terhadap pembatalan haji dapat bervariasi tergantung 

pada konteks dan otoritas agama yang diikuti. Namun, dalam situasi darurat 

atau keadaan yang menghalangi pelaksanaan haji, Islam memperbolehkan 

pembatalan haji. Dalam Islam, haji adalah salah satu dari lima rukun Islam 

dan dianggap sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu secara fisik, 

finansial, dan logistik untuk melakukannya. Namun, jika ada situasi yang 

menghalangi pelaksanaan haji, seperti wabah penyakit yang berpotensi 

membahayakan jiwa atau keamanan, maka pembatalan haji dapat dianggap 

sebagai tindakan yang bijaksana dan diterima dalam Islam. Keputusan 

pembatalan haji biasanya diambil oleh otoritas agama dan pemerintah yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji. Mereka mempertimbangkan 

faktor-faktor keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan jamaah haji dalam 

mengambil keputusan tersebut. 

Dalam situasi pembatalan haji, umat Muslim yang telah mendaftar untuk 

haji biasanya diinstruksikan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh 

otoritas terkait, seperti mengajukan pengembalian biaya atau menunda 

perjalanan haji hingga situasi memungkinkan. Penting untuk dicatat bahwa 

pandangan dan keputusan terkait pembatalan haji dapat berbeda di setiap 
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negara dan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, sangat disarankan 

bagi umat Muslim untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari otoritas agama 

dan pemerintah setempat dalam hal ini. Istitha’ah atau kemampuan dalam 

melaksanakan ibadah haji telah Allah jelaskan pula dalam firman-Nya yaitu 

Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 97 yang berbunyi: 

قاَم   بيَِّنٰت   اٰيٰت    فيِْهِ  ِ  اٰهِناً   كَاىَ  دَخَلهَ   وَهَيْ  ەۚ ابِْرٰهِيْنَ  هَّ
 وَهَيْ  سَبيِْلًا   الِيَْهِ  اسْتطَاَعَ  هَيِ  الْبيَْتِ  حِج   النَّاسِ  عَلىَ وَلِِّٰ

َ  كَفرََفاَىَِّ 
 الْعٰلوَِيْيَ  عَيِ  غَنيِ   اّللٰ

Artinya: Itu mempunyai ciri jelas, (diantaranya) Maqam Ibrahim. Siapa 

pun pergi ke sana (Baitullah) akan selamat. Di antara kewajiban seseorang 

di hadapan Allah ialah menunaikan ibadah haji ke Baitullah, (yakni) orang 

yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Barangsiapa tidak berserah diri 

(kewajiban haji), sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan apa-

apa) semua dunia.. (Q.S Ali-Imran : 97) 

Istitha’ah dalam haji adalah kemampuan untuk membayar biaya haji, 

adanya kesiapan bekal selama dalam perjalanan dan bekal bagi keluarga yang 

ditinggalkan, sehat badan dan fisik, aman dalam perjalanan dan 

memungkinkan menempuh perjalanan yang jauh. Barang siapa yang telah 

memenuhi ketentuan tersebut dan dia dewasa, berakal sehat, merdeka, maka 

dia wajib melaksanakan haji. Dan barang siapa yang terhalang sakit dan tidak 

mungkin sembuh, atau orang yang sangat tua yang tidak mampu melakukan 

perjalanan haji, maka dia tergolong ma’dhub (orang yang tidak mampu duduk 

diatas kendaraan). 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk mendapatkan 

perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk 
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penelitian selanjutnya. Pada tahap ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil 

penelitian terdahulu berhubungan dengan penelitian yang mau dilakukan. 

Berikut penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan judul yang 

penulis kaji. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ighfir Hidayatullah (2018) 

dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Standar Operasional (SOP) 

Dalam Pelayanan Pembatalan Ibadah Haji di Kementrian Agama Kota 

Semarang”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang akan 

mengungkapkan dan memaparkan fakta yang terjadi di lapangan selama masa 

penelitian. Hasil penelitian ini adalah Pembatalan haji prosedurnya 

dilaksanakan diKementrian Agama tingkat Kabupaten atau Kota. Pedoman 

pembatalan dibuat oleh Direktorat Jendral Pelayanan Haji dan Umrah RI. 

Pembatalan haji bertujuan untuk menarik kembali BPIH yang telah 

disetorkan ke bank karena Jamaah yang bersangkutan tidak meneruskan 

niatnya untuk pergi haji. Menurut penyebabnya, pembatalan ibadah haji 

memiliki tiga kategori, pertama, batal karena alasan meninggal dunia, kedua, 

batal karena alasan-alasan tertentu, ketiga, batal karena faktor validasi. 

Perbedaan ini dengan penelitian penulis sebagai berikut: 

1) Perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian penulis berlokasi pada 

kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian 

Ighfir Hidayatullah berlokasikan pada kantor Kementrian Agama Kota 

Semarang. 
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2) Memiliki perbedaan variabel dimana penulis mengkaji tentang tanggapan 

jamaah haji mengenai SOP sedangkan peneliti Ighfir Hidayatullah 

mengkaji tentang implementasi. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mulyana Nailul Barokah (2022) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Sistem Prosedur Pembatalan 

Pendaftaran Jamaah Haji Reguler di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor 

Kementrian Agama Kota Serang Tahun 2021”. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui sistem prosedur pembatalan pendaftaran jemaah haji di masa 

pandemi covid-19 pada Kantor Kementrian Agama Kota Serang Tahun 2021, 

untuk mengevaluasi prosedur pembatalan pendaftaran jemaah haji di masa 

pandemi covid-19 pada Kantor Kementrian Agama Kota Serang Tahun 2021 

serta faktor pendukung dan penghambat dalam sistem prosedur pembatalan 

pendaftaran haji yang terjadi pada Kantor Kementrian Agama Kota Serang 

Tahun 2021. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi sistem 

prosedur pembatalan pendaftaran jemaah haji di masa pandemi covid-19 pada 

Kantor Kementrian Agama Kota Serang Tahun 2021 sudah berjalan dengan 

baik, sesuai dengan ketentuan umum penyelenggaraan ibadah haji yang diatur 

dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pembatalan haji 

serta sesuai dengan keinginan para jemaah haji. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis sebagai berikut: 

1) Perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian penulis berlokasi pada 

kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian 
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Mulyana Nailul Barokah berlokasikan pada kantor Kementrian Agama 

Kota Serang. 

2) Memiliki perbedaan variabel dimana penelitian penulis berfokus pada 

penerapan dan tanggapan jamaah mengenai SOP Pembatalan Haji, 

sedangkan penelitian Mulyana Nailul Barokah berfokus pada evaluasi 

Sistem SOP Pembatalan Haji. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hesti Mindasari (2019) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Kementrian Agama dalam 

Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Kabupaten 

Kampar”. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan angket karna 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode yang 

dilakukan diketahui bahwa dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 

yang dilakukan antara lain : pelayanan pendaftaran haji dilakukan sesui 

dengan SOP pendaftaran haji pemerintah, pelayanaan pengurusan paspor 

dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan dalam 

pengurusan paspor haji menggunakan nama 3 suku kata, pelayanan informasi 

haji pemerintah menggunakan sistem SISKOHAT (sistem informasi dan 

komputerisasi haji terpadu) yang dapat memudahkan bagi petugas haji dalam 

pengimputan data calon jamaah haji. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis sebagai berikut: 

1) Memiliki variabel penelitian yang berbeda. Penelitian penulis berfokus 

pada penerapan SOP pembatalan Haji, sedangkan penelitian Hesti 

Mindasari berfokus pada pelayanan ibadah haji reguler. 
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2.4 Defenisi Konsep 

Untuk memudahkan analisis agar mendapatkan kesatuan dalam 

penelitian maka penulis memberikan pengertian defensi konsep sebagai 

berikut: 

1) Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu salah satu acuan pokok 

mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja 

dalam sebuah perusahaan. 

2) Pelayanan yaitu tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh orang lain 

agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan serta 

memperoleh kepuasan. 

3) Pembatalan Haji yaitu upaya untuk menghapus nomor porsi jemaah haji, 

sehingga gugurlah antrian keberangkatan hajinya dan tidak bisa 

melaksanakan ibadah haji pada estimasi keberangkatan yang telah 

ditetapkan 
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2.5 Konsep Operasional 

Tabel 2.1  

Konsep Operasional  

Konsep Indikator Sub Indikator 

Penerapan (SOP) Pelayanan 

Pembatalan Haji Reguler 

Pada Kementrian Agama Kab 

Kampar (Joko Dwi Santosa 

2014) 

Efisiensi  a. SOP sudah dilakukan 

lebih tepat sasaran 

b. Penerapan SOP tidak 

memerlukan waktu yang 

lama 

Konsistensi a. SOP diterapkan sudah 

sesuai Prinsip dan 

Ketentuan 

b. SOP harus diikuti oleh 

semua pegawai dan yang 

terlibat dalam penerapan 

SOP 

Minimalisasi kesalahan a. SOP dijadikan panduan 

kerja agar lebih terarah 

dan sistematis 

b. SOP bisa menjauhkan dari 

segala kesalahan pada 

proses kerja 

Penyelesaian Masalah  a. SOP dijadikan alat untuk 

menyelesaikan masalah 

b. SOP diterapkan supaya 

tidak ada lagi tumpang 

tindih dalam pekerjaan 

Sumber: (Menurut teori Joko Dwi Santosa (2014).  
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2.6 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP pembatalan haji sesuai Keputusan Direktur Jendral 

Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 241 Tahun 2021 tentang 

Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji 

Reguler 

 

Teori Joko Dwi Santosa (2014): 

1. Efisiensi  

2. Konsistensi 

3. Minimalisasi Kesalahan 

4. Penyelesaian Masalah  

 

Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Kementrian 

Agama Kab Kampar Sehingga menciptakan pelayanan pembatalan 

yang baik sesuai dengan SOP yang berlaku 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian memakai pendekatan deksriptif. Menurut Nazir (1999,63) 

dalam (Arikunto et al., 2015) pendekatan deskriptif ialah tentang fakta tepat 

untuk menggambarkan fenomena akurat esensi dari beberapa fenomena, 

kelompok individu terjadi. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan 

sejauh mana Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar. 

Penelitian deskriptif pusat perhatian permasalahan yang (saat ini) ada 

pada penelitian  dilakukan, yaitu permasalahan sebenarnya, menjabarkan 

fakta mengenai permasalahan yang diteliti.Hal ini penulis muda memperoleh 

data obyektif serta memperlajari luasnya. Penerapan (SOP) Pelayanan 

Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian mulai Oktober 2023 hingga akhir. Lokasi 

kantor ialah Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Alasan memilih 

Kementrian Agama Kabupaten Kampar ialah: 

1) Karena memiliki wewenang tentang implementasi (SOP) Pelayanan 

Pembatalan Haji Reguler Kementrian Agama Kabupaten Kampar. 

2) Unsur keterjangkauan adalah tempat penelitian terjangkau segi tenaga, 

dana dan waktu. Hal ini penulis mudah dalam melaksanakan penelitian.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis Ada dua jenis informasi ialah informasi kualitatif kuantitatif. 

Data kualitatif ialah data seperti kata, kalimat. data kuantitatif ialah angka 

diberi nomor/dievaluasi. Dalam penelitian ini peneliti memakai data 

kualitatif berupa infoemasi dipakai dalam diskusi. Adapun sumber data di 

penelitian ialah: 

1. Data Primer: Dalam (Sugiyono, 2011) data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya 

secara khusus. Data primer untuk penelitian didapat beberapa penjelasan 

informan (Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, pegawai, dan 

calon jamaah haji) yang mampu menjelaskan Penerapan (SOP) 

Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar. Informasi dasar didapat melalui tanya jawab dan wawancara 

dikerjakan lewat observasi langsung atau pertanyaan disiapkan oleh 

penulis 

2. Data Sekunder:  [Danang, Sunyoto 2013,21] dalam (Sugiyono, 2011) 

data sekunder ialah data berasal dari kesimpulan dari lapangan. Data 

sekunder atau Informasi tambahan ini berasal dari beragam dokumen dari 

Kementerian Agama Kabupaten Kampar.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Augmentasi data mengacu persiapan data awal yang diperlukan untuk 

penelitian tertentu. Data primer yang digunakan ialah kutipan dan ringkasan. 
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Yang lainnya ialah data tabuler seperti dokumen dan jenis data lainnya. 

Tekniknya ialah:  

1. Observasi : [Sugiyono, 2011] Observasi ialah pemantauan terhadap 

gejala-gejala yang sedang diteliti. Pengamatan dalam penelitian 

penulis mengamati, mencatat atau merekam hasil-hasil Penerapan SOP 

Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Kampar. Observasi dikerjakan ialah observasi langsung, 

untuk melihat bagaimana Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji 

Reguler Pada Kementrian Agama Kabupaten Kampar. 

2. Wawancara : [Sugiyono, 2011] Wawancara ialah upaya bersama 2 

pihak mengumpulkan data lewat pertanyaan, memungkinkan 

terjadinya kontruksi makna pada topik tertentu. Peneliti akan 

melaksnakan analisis data secara terstruktur (key Informan) yang 

meliputi penggunaan pedoman seperi pertanyaan dijawab oleh 

narasumber yang berkaitan topik penelitian. Alat dipakai dalam 

penelitian ini ialah HP, buku, dan pulpen. 

3. Dokumentasi: Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan 

dokumen-dokumen  untuk mengumpulkan data dari informan 

penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan serta 

segala hal yang berkaitan dengan Penerapan SOP Pelayanan 

Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar. Dokumentasi ada berupa foto-foto, literatur-literatur yang 
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berhubungan dengan Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji 

Reguler Kementrian Agama Kabupaten Kampar. 

3.5 Informan Penelitian 

Informan adalaah orang dari siapa informasi tentang opini dicari. 

Menurut [Arikunto] subjek penelitian ialah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Oleh karena itu, 

subjek penelitian ialah sumber informasi dipelajari mengungkap fakta di 

suatu lapangan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memakai item 

analisis individu dan organisasi dibahas dalam topik penelitian. berikutnya, 

penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key 

informan dilakukan dengan cara purposive sampling.. Berdasarkan 

[Sugiyono, 2011] teknik pengambilan sampel secara sengaja dan dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan 

mempermudah peneliti dalam menelusuri situasi yang akan diteliti. Informan 

dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami informasi tentang 

objek penelitian. Adapun informan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Subjek Penelitian Total Informan 

1.  Kasi Haji Umrah 1 Orang 

2.  Pegawai Haji 

Umrah 

4 Orang 

3.  Calon Jamaah Haji 

dan Umrah 

6 Orang 

 Jumlah 11 Orang 

Sumber: Olahan Peneliti 2023 
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3.6 Teknik Analisa Data 

[Sugiyono, 2011] menjabarkan analisis data ialah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan, lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini memakai metode 

analisa deksriptif, ialah suatu analisis mencoba menggambarkan secara 

detail Implementasi (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar, serta kenyataan 

dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi 

dengan menguraikan data serta mengaitkan dengan teori dan memberikan 

keterangan yang mendukung unutk menjawab masing-masing masalah, 

serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil 

kesimpulan serta saran. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian 

kualitatif menurut [Miles, dan Huberman dalam Sugiyono 2011] ialah: 

1. Reduksi Data: Artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” 

yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Jika jumlah 

data yang diambil dari sampel besar, maka harus dilaporkan dengan 

jelas dan ringkas. Ketika ukuran sampel berkurang, jumlah data yang 

diekstraksi menjadi lebih kompleks dan berskala besar. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Merangkum dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. 

Dengan cara ini data yang lengkap akan memberikan contoh yang 

lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih 
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banyak data dikemudian hari dan menentukan apakah hal tersebut 

diperlukan. 

2. Penyajian Data: Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya 

adalah merangkumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat 

dilakukan dengan uraian singkat hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Metode yang paling sering digunakan untuk menganalisis 

data kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan menampilkan data, 

akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan pekerjaan dimasa depan berdasarkan apa yang telah 

dipahami selama ini. Peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap 

data yang dikumpulkan selama proses redaksi data.  

3. Penarikan Kesimpulan: Terakhir yaitu penarikan kesimpulan serta 

pembuktian. Kesimpulan awal yaitu masih bersifat sementara dan akan 

berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan pada 

tahap awal telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan artinya kesimpulan yang bisa 

dipertanggungjawabkan. Pada langkah penarikan kesimpulan, peneliti 

berusaha untuk memahami, menganalisis, serta mencari makna dari 

kata yang dikumpulkan, akhirnya setelah data terkumpul akan 

diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah 

berdasarkan penyajian data yang ada, uraian hasil penelitian 
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dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. 

Keterangan tersebut adalah pengecekan ulang tentang fenomena yang 

terjadi dilapangan, setelah dibandingkan dengan teori yang ada maka 

diadakannya suatu penarikan kesimpulan/verifikasi. 

. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Kementrian Agama  

Kementrian Agama Kabupaten Kampar terletak di Pekanbaru dalam 

sejarah singkatnya. Sebelum 1967, Pekanbaru merupakan ibu kota tiga 

pemerintahan, ialah Ibu Kota Provinsi Riau, Ibu Kota Pekanbaru, dan 

Kabupaten Kampar. Jadi ketika itu Bupati Kampar berkedudukan di 

Pekanbaru, begitu juga dinas / Instansi berkantor di Pekanbaru termasuk 

Kantor Kementerian Agama Kampar. Namun pada tahun 1967 Instansi 

Pemerintahan Kabupaten Kampar pindah ke Bangkinang, termasuk Kantor 

Kementerian Agama yang terdiri dari beberapa Inspeksi yang belum menyatu, 

yaitu Inpeksi Urusan Agama Kabupaten Kampar, Inpeksi Pendidikan Agama 

Kabupaten Kampar, dan Inpeksi Penerangan Agama Kabupaten Kampar.  

Kemudian, pada tahun 1975 Inspeksi disatukan menjadi Kantor 

Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, berdasarkan KMA no. 

18 tahun 1975 yang dilengkapi dengan Seksi Urusan Agama Islam, Seksi 

Pendididkan Agama Islam, dan Seksi Penerangan Agama Islam. Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar terus berkembangan dengan pesat, pada saat ini 

Kankemenag Kampar dipimpin oleh H. Fuadi Ahmad, SH, MAB yang 

memiliki 20 Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bangkinang, Kec. 

Kuok, Kec. XIII Koto Kampar, Tambang, Siak Hulu, Kampar, Kampar Kiri, 

Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Kiri, 
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Bangkinang, Kec. Salo, Kampar Timur, Gunung Sahilan, Kampar Utara, 

Rumbio Jaya, Perhentian Raja, dan Kampar Kiri Tengah.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 terjadi 

perubahan penyebutan nama dari Departemen Agama menjadi Kementerian 

Agama yang diikuti perubahan semua penggunaan atribut seperti logo, badge, 

kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk pada 

Kementerian Agama 

4.2 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar 

Pada zaman belanda pembagian wilayah secara administrasi dan 

pemerintah masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi 

beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni: 

1) Desa Swapraja antara lain Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai 

dan Paisangan yang merupakan bentang alam . atau Raja - Pasir di bawah 

Jalur Kecamatan Pengarayan, dipimpin oleh seseorang yang disebut 

pengatur lalu lintas udara regional/teritorial (kewedanaan) tiba di 

kediaman Riau. 

2) Kedemangan Bangkinang, menguasai wilayah Batu Bersurat, Kuok, Salo 

dan Air Tiris termasuk dalam Karesidenan Sumatera Barat karena 

struktur hukum masyarakatnya sama kabupaten Minang Kabau ialah 

nagari, koto dan terataki. 
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3) Desa Swapraja Sebapelani Pekanbaru seperti kecamatan Kampar Kiri, 

Senapela dan Swapraja Gunung Sahila, Singingi Tapung . Kabupaten 

Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (kediaman RI 

4) Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapaung 

dan Kuala Kampar (kediaman RI). Situasi kritis antar Republik Indonesia 

dan Belanda menghalangi Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah untuk 

membuka Pemerintahan Pedesaan November 1948.. 

Saat itu guna kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan suatu 

kabupaten dengan nama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang 

meliputi kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pengarayan. 

Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah kemerdekaan maka 

kembali Bangkinang ke status semula, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan 

ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-

turut seperti (kecamatan)  (kewedanaan), (kabupaten) kedemangan 

bangkinang dimasukan ke dalam pekanbaru bun (kabupaten) pekanbaru. 

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan komite 

nasional indonesia pusat kewedanaan Bangkinang dan pemuka- pemuka 

masyarakat kewedanaan Bangkinang meminta kepada pemerintah 

keresidenan Riau dan Sumatera barat agar kewedanaan bangkinang 

dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh 

Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 

Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Lima Puluh Kota Keresidenan 
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Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan nama sebutan 

Asisten Wedana, Wedana dan Bupati. 

Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah propinsi dan daerah 

yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka pada 

tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan 

kabupaten kampar. Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul 

Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi 

kekosongan pemerintah, karena adanya penterahan kedaulatan pemerintah 

Republik Indonesia hasil konferensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah 

saat terpenuhinya persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai 

dengan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No : 3/dc/stg/50 tentang 

penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. Sejak tanggal 6 februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar 

resmi memiliki nama, batas wilayah, dan pemerintah yang sah dan kemudian 

dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi 

Sumatera Tengah. 

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, 

dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya 

Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No.3/dc/stg/50 Tanggal 06 

februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah tingkat II 

Kampar No: 2 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan di 

sahkan oleh Gubernur Kepal Daerah Tingkat I Riau No : kpts. 06/11/1999 



42  

Tanggal 04 februari Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 serta diundangkan dalam 

lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 No : 01 

Tanggal 05 februari 1999.  

Dalam rangka perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan 

aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Natuna, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 181) Tanggal 04 oktober 1999, Kabupaten 

Kampar di mekarkan menjadi 3 (tiga)  Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, 

Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten Baru 

tersebut yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya 

merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati wilayah II.  

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi  

Tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia adalah membantu 

pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan di bidang keagamaan. Sedangkan tugas Pokok Kantor 

Kementerian Agama berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 

Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan 

fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan 
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kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 

kabupaten Kampar. 

2) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah. 

3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama dan keagamaan. 

4) Pembinaan kerukunan umat beragama. 

5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi. 

6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 

program dan  

7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan 

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di 

kabupaten Kampar. 

4.4 Visi dan Misi Kementrian Agama Kabupaten Kampar 

1. Visi : 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah menetapkan 

Visi nya yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang taat 
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beragama dan menjadikan agama sebagai landasan akhlak, moral dan 

etika.  

2. Misi: 

1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki iman 

dan taqwa serta berakhlaq mulia. 

2) Meningkatkan pelayanan Kementerian Agama, pelaksanaan ajaran 

agama serta kerukunan ummat beragama. 

3) Meningkatkan iptek dan imtaq melalui pendidikan agama dan 

keagamaan. 

4.5 Struktur Organisasi Kementrian Agama Kabupaten Kampar 

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama 

Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja instansi 

vertikal kementerian agama Terdiri dari : 

1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 1 Orang 

2) Subbag Tata Usaha 1 Orang : Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas 

melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, 

pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan 

barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama. 

3) Seksi Pendidikan Madrasah 1 Orang : Seksi Pendidikan Madrasah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, 

serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan 

MAK. 
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4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 1 Orang : Seksi 

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 141 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, 

pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan 

diniyah dan pondok pesantren. 

5) Seksi Pendidikan Agama Islam 1 Orang: Seksi Pendidikan Islam 

mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, 

serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama Islam, dan pendidikan keagamaan Islam. 

6) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1 Orang : Seksi Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan 

teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang 

penyelenggaraan haji dan umrah. 

7) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1 Orang: Seksi Bimbingan 

Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan 

teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang 

bimbingan masyarakat Islam. 

8) Penyelenggara Syariah 1 Orang : Penyelenggara Syariah mempunyai 

tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta 

pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah. 

9) Penyelenggara Kristen 1 Orang : Penyelenggara Kristen mempunyai 

tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta 

pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen. 
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10) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk Kantor Urusan Agama 

Kecamatan (KUA) yang meliputi: 

1) Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian 

2) Urusan Pencatatan Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk serta Bimbingan 

Kesejahteraan Keluarga 

3) Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji 

4) Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang 

pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama serta Kantor Departemen 

Agama dan Inspektorat Perwakilan susunannya terdiri dari : 

1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan 

2) Unsur Pembantu Pimpinannya adalah Sekretariat Perwakilan 

3) Unsur Pelaksana yaitu : 

a) Inspeksi Urusan Agama 

b) Inspeksi Pendidikan Agama 

c) Inspeksi Penerangan Agama 

d) Inspeksi Peradilan Agama 
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Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar 
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4.6 Heterogenitas Penduduk 

Penduduk Kabupaten Kampar sangat heterogen, namun hidup dalam 

suasana rukun dan damai, hampir tidak ada konflik etnis atau agama. Setiap 

orang hidup rukun, saling menghormati, menghormati suku yang satu dengan 

suku yang lain, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang 

lain. Semuanya melebur menjadi satu kekuatan besar dengan dukungan kuat 

dari Kabupaten Kampar. Kerukunan umat beragama merupakan tonggak 

terpenting untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kerukunan umat beragama merupakan pilar terpenting untuk 

mewujudkan kerukunan nasional. Negara ini berdiri kokoh dan kokoh hingga 

saat ini tidak terlepas dari kerukunan beragama para ulama, tokoh agama, dan 

tokoh masyarakat.. Alamat Kantor, Jalan D.I. Panjaitan Telepon (0762) 

20256- 20228 Faxmile (0762) 20228 Bangkinang 28412. 
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Gamvar 4.3 STRUKTUR PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (PHU) 

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Menurut hasil penelitian mengenai (SOP) Pembatalan Haji Reguler 

Pada Kementrian Agama Kabupaten Kampar penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji Reguler disusun 

berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah (PHU)  Nomor 241 Tahun 2021. Namun dalam penerapan SOP 

pembatalan Haji reguler di Kemenrtian Agama Kabupaten Kampar 

belum bisa dikatakan maksimal karena masih ada beberapa 

kekurangan seperti waktu penyelesaian pengembalian setoran awal 

jamaah yang tidak sesuai prosedur, Masih banyak jamaah haji yang 

belum mengetahui dengan menyeluruh bagaimana prosedur 

pembatalan haji serta alasan pembatalan haji diluar SOP yang berlaku.  

2) Faktor penghambat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor kementrian Agama 

Kabupaten Kampar secara umumnya karna kurangnya informasi bisa 

dilihat dari, kurangnya kesadaran jamaah dalam melengkapi berkas 

persyaratan pembatalan sehingga berkas jamaah tersebut tidak bisa 

langsung diverifikasi oleh pihak petugas. Selain itu jamaah yang sakit 

sehingga tidak dapat hadir langsung ke kantor kementrian agama 
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kabupaten kampar sedangkan yang tertera pada Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Pembatalan Haji jamaah yang bersangkutan wajib 

datang langsung ke kantor kementrian agama, karna ada point pada 

SOP tersebut jamaah harus melakukan foto secara sistem, dan pihak 

kementrian agama kabupaten kampar menyebutkan jika jamaah sakit 

terbaring dan tidak bisa bergerak diberikan solusi dengan megurus 

surat kuasa ahli waris.  

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Penerapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

1) Kedepannya diharapkan pedoman pembatalan haji semakin diperbaiki 

dengan dimasuki unsur dakwah di dalamnya. Misalnya apabila jamaah 

yang ingin mengajukan pembatalan diluar ketentuan atau tidak sesuai 

dengan syariat agama, maka pemerintah sebagai pemegang otoritas 

dapat membuat kebijakannya. 

2) Harusnya diadakan sosialisasi mengenai prosedur pembatalan kepada 

jamaah, agar nantinya jamaah tidak lagi kebingungan dalam 

melengkapi persyaratan berkas pembatalan dan jamaah juga 

mengetahui kebijakan mengenai pembatalan prinsip dan ketentuan 

yang ada pada pedoman prosedur pembatalan.  
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3) Petugas harus memeriksa berkas jamaah pada hari tersebut untuk 

memastikan kelengkapan berkas sehingga untuk proses pembatalan 

haji tidak memerlukan waktu yang lama.  

4) Diharapkan waktu tunggu untuk pengembalian BPIH (Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji) dapat semakin cepat agar bisa segera 

dimanfaatkan oleh yang bersangkutan.  
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Lampiran I 

Instrumen Wawancara 

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya 

memperoleh informasi dan data obyektif, peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa informan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Adapun 

pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut: 

A. Efisiensi 

 Standar Operasional Prosedur sudah dilakukan lebih tepat sasaran 

1. Siapakah dari pihak jajaran pemerintah yang mempunyai tugas untuk 

menyusun pedoman SOP pembatalan haji? 

2. Bagaimana cara pemerintah tersebut mensosialisasikan SOP pembatalan haji? 

3. Apakah SOP pembatalan haji dirubah tiap tahunnya? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam penerapan SOP pembatalan haji? 

5. Apakah dengan SOP pembatalan sekarang memudahkan jamaah melakukan 

pembatalan? 

 Penerapan Standar Operasional Prosedur pembatalan haji tidak memerlukan 

waktu yang lama 

1. Berapa lama proses pembatalan berlangsung hingga selesai? 

2. Apakah ada biaya yang dikeluarkan jamaah pada saat proses pembatalan? 

3. Bagaimana cara mengoptimalkan proses pembatalan haji agar tidak memakan 

waktu yang lama? 



  

4. Apakah ada teknologi atau sistem yang digunakan untuk mempercepat proses 

pembatalan haji? 

B. Konsistensi 

 Standar Operasional Prosedur pembatalan haji diterapkan sudah sesuai 

dengan prinsip dan ketentuan 

1. Apakah SOP pembatalan haji sudah dilakukan dengan prosedur yang tepat? 

2. Apa saja alasan-alasan jamaah melakukan pembatalan, apakah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan? 

 SOP pembatalan haji harus diikuti oleh semua pegawai dan yang terlibat 

dalam penerapan SOP 

1. Bagaimana pihak yang bertanggungjawab memastikan bahwa semua pihak 

terlibat dalam penerapan SOP pembatalan haji memahami dan mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan? 

2. Apakah ada mekanisme atau pengawasan yang dilakukan untuk memastikan 

bahwa setiap individu yang terlibat dalam penerapan SOP pembatalan haji 

secara konsisten sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan? 

C. Minimalisasi kesalahan 

 Standar Operasional Prosedur dijadikan paduan kerja agar lebih terarah dan 

sistematis 

1. Apakah ada alur kerja yang terperinci dengan jelas dalam SOP pembatalan 

haji yang memastikan bahwa semua tugas dan keputusan dijalankan secara 

sistematis? 



  

 Standar Operasional Prosedur pembatalan haji bisa menjauhkan dari segala 

kesalahan pada saat proses kerja 

1. Bagaimana SOP pembatalan haji bisa mengurangi tingkat risiko terjadinya 

kesalahan pada saat proses pembatalan?  

D. Penyelesaian Masalah 

 Standar Operasional Prosedur pembatalan haji bisa dijadikan alat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

1. Bagaimana SOP pembatalan haji bisa dijadikan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dijumpai pada saat proses pembatalan? 

 Standar Operasional Prosedur diterapkan supaya tidak ada lagi tumpang 

tindih dalam melaksanakan tugas 

1. Apakah ada pegawai khusus atau tertentu dalam menangani pembatalan haji? 

2. Sebelumnya, apakah ada pelatihan pada pegawai khusus pembatalan haji 

untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas terkait dengan 

pembatalan haji? 

3. Bagaimana menentukan bahwa pegawai tersebut memenuhi kualifikasi dan 

kemampuan yang diperlukan untuk tugas pembatalan? 

E. Kendala  

1. Apa saja kendala yang dialami oleh kantor kementrian agama kabupaten 

kampar dalam penerapan SOP pembatalan haji reguler? 

 

 



  

 

LAMPIRAN 2 : 

SOP PEDOMAN PEMBATALAN HAJI REGULER TAHUN 2021 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 : 

CONTOH DOKUMEN PERSYARATAN PEMBATALAN 

IBADAH HAJI KARENA ALASAN-ALASAN TERTENTU 

(SAKIT) 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 : 

CONTOH DOKUMEN PERSYARATAN PEMBATALAN 

IBADAH HAJI KARENA ALASAN-ALASAN TERTENTU 

(KEPERLUAN KELUARGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 : 

CONTOH DOKUMEN PERSYARATAN KARENA ALASAN 

MENINGGAL DUNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOKUMENTASI BERSAMA PEGAWAI DAN JAMAAH KEMENTRIAN 

AGAMA KABUPATEN KAMPAR 

Ruangan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama Kabupaten 

Kampar 
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Wawancara bersama Petugas Bagian Pembatalan Haji 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara Bersama Petugas Bagian Penyusun Dokumen Haji 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wawancara Bersama Jamaah Melakukan Pembatalan 
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